BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.320, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Subsidi
Perumahan. KPR Sederhana Sehat. Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 124/PMK.02/2010
TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI
KREDIT PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka membantu golongan masyarakat
berpenghasilan menengah bawah termasuk masyarakat
berpenghasilan rendah dalam mendapatkan rumah/tempat
tinggal yang layak dan memenuhi syarat kesehatan serta
terjangkau, pemerintah memprogramkan  bantuan
perumahan dengan dukungan fasilitas kredit bersubsidi;

b. bahwa dalam rangka penyediaan dana subsidi bagi
masyarakat berpenghasilan menengah bawah termasuk
masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki
Satuan Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sederhana
Sehat, perlu diatur tata cara penyediaan, pencairan, dan
pertanggungjawaban dana subsidi perumahan melalui
kredit pemilikan rumah sederhana sehat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
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1.

Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi
Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sederhana
Sehat;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang—Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesa Nomor 5075) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5132);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanss Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
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Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presden Nomor 72 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 92,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pel aksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2007;

Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2009
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan
Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran
2010;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faglitas Subsidi
Perumahan Melalui KPR Bersubsidi sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan
Rakyat Nomor 07/PERMEN/M/2008;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
04/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faglitas Subsidi
Perumahan Meadui KPR  Syariah  Bersubsidi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/PERM EN/M/2008;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
05/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faslitas Subsidi
Perumahan Melalui KPRSKPRS Mikro Bersubsidi
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERM EN/M/2008;

4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
06/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faslitas Subsidi
Perumahan Melalui KPRSYKPRS Mikro Syariah
Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Perumahan  Rakyat ~ Nomor
06/PERMEN/M/2008;

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
07/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faslitas Subsidi
Perumahan Melaui KPR Sarusuna Bersubsidi
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
15/PERMEN/M/2008;

6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
12/PERM EN/M/2008 tentang Pengadaan Perumahan dan
Permukiman Dengan Dukungan Faglitas Subsidi
Perumahan Melalui KPR Sarusuna Syariah Bersubsidi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2008;

7. Surat Menteri Perumahan Rakyat Nomor PB.01.01-M/10
tangga 26 Januari 2010 periha Kebijakan Bantuan
Pembiayaan Perumahan Tahun 2010-2014 dan
Permohonan Alokasi Anggaran Melalui APBN-P 2010;

8. Surat Menteri Perumahan Rakyat Nomor KU.01.01-M/21
tanggal 12 Februari 2010 perihal Penyampaian Rincian
Bantuan Pembiayaan Perumahan Masa Transisi Tahun
2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI
PERUMAHAN MELALUI KREDIT PEMILIKAN
RUMAH SEDERHANA SEHAT.
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